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LATAR BELAKANG

! * % KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
" REPUBLIK INDONESIA

® Gubernur Jawa Barat mendukung program prioritas nasional
yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI melalui BPHN
untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dengan
mencanangkan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
di seluruh Desa/Kelurahan di Jawa Barat sebagai bagian dari
Memperkokoh ideologi Pancasila, b Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi penguatan Iayanan bantuan hukum yang merata dan berkeadilan.

L demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri

Memantapkan sistem pertahanan

L/ keamanan negara dan mendorong k/ Membangun dari desa dan dari bawah

untuk pemerataan ekonomi dan

::ZT::: 12:;:?2?: ZZL‘Z‘E‘;'. i‘:lefsfm pace pemberantasan kemiskinan ® Gubernur Jawa Barat memastikan kolaborasi aktif antara
ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemerintah Daerah, perangkat desa, serta lembaga bantuan

hukum yang telah terakreditasi. Kehadiran Posbankum

; di setiap Desa/Kelurahan di Jawa Barat diharapkan mampu

: menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses
terhadap keadilan secara cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.

Memperkuat reformasi politik, hukum,

k, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi
dan narkoba

Meningkatkan lapangan kerja yang H

k/ berkualitas, mendorong kewirausahaan, E
mengembangkan industri kreatif, dan :
melanjutkan pengembangan :
infrastruktur. T o T
Memperkuat pembangunan sumber daya

K/ manusia (SDM), sains, teknologi, L
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, .
kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

www.setneg.go.id /
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DASAR PELAKSANAAN

GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 16 September 2025
Kepaa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 140/HK.04/HUKHAM tentang
i Bupstcan Wal ota se-sawa Barst Fasilitasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada tanggal 16 September 2025.

SURAT EDARAN
NOMOR: 140/HK 04/HUKHAM

s Surat edaran tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat dengan poin utama sebagai berikut:

FASILITASI PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM

U — 1. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM untuk
roleh keadilan hukum tanpa diskriminasi, diperukan dukungan dan peran

BupatiWali Kota dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan ‘ sinergi penguatan hukum yang berpihak pada masyarakat melalui pembentukan Posbankum di daerah.
——y/

langkah konkrit sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat Kementerian Hukum p-
Republik hdonesna untuk sinergi penguatan hukum yang berpuhak pada masyarakat V

melai an Posbankum di Daerah K 2. Memfasilitasi akses pembentukan Posbankum di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan,
= ilitasi akses jkan P di mgkzt kecamatan dan
vdesa fasitasi termasuk kelembagaannya.
3. Memfasilitasi penyediaan sumber daya sesuai kemamwm keuangan daerah.
4. prograr yang hukum bagi
Demian edaran i Gisampakan ik merjad peraian dan dpedoman 3. Memfasilitasi penyediaan sumber daya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangan sacars slektronk oleh J

4. Membuat program-program pendukung yang memperkuat layanan hukum bagi masyarakat.

S GUBERNUR JAWABARAT.

DEDI MULYADI

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon: (022) 4232448 - 4233347 - 4230063
Faksimi: (022) 4203450 Website: www jabarprov.go.id E-mail: infogiabarprov.go i
Bandung - 40115
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SK KADARKUM

Merupakan salah satu
syarat utama Desa/ Kelurahan
memiliki predikat Sadar Hukum.
Di dalamnya harus terdiri dari
minimal 15 orang yang terdiri
atas Tokoh Masyarakat,
Tokoh Adat, atau Kelompok
Masyarakat Desa.

SYARAT POSBANKUM

SKPOSBANKUM

Dalam mendirikan Posbankum
(2 - 3 Unsur Masyarakat)
harus memiliki SK yang

ditandatangani langsung
oleh Kepala Desa dan diregistrasi
di Kanwil Hukum Jabar.
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REGISTER POSBANKUM
PADA GOOGLE MAPS

Lurah/ Kepala Desa diharuskan
meregistrasi alamat Posbankum
agar terlacak dalam
aplikasi google maps.
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RENCANA PERESMIAN POSBANKUM

r

Target provinsi Jawa Barat
tanggal 01 Oktober 2025
dirangkaikan dengan
peringatan Hari Kesaktian

Peresmian Posbankum
dihadiri oleh perwakilan
dari 27 Kepala Daerah dan

Pancasila yang akan Lurah/ Kepala Desa

dilaksanakan di Gedung Sate
dan diresmikan oleh Gubernur
Jawa Barat

se-Jawa Barat
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MILESTONE PERESMIAN POSBANKUM

18 Sept 2025

Koordinasi dengan
Kanwil Hukum
Jabar.

16 Sept 2025

Audiensi Gubernur
Jabar dengan Kanwil
Hukum Jabar.

19 Sept 2025

Rapat internal
terkait persiapan
penyelenggaraan.

22 Sept 2025
Rakor persiapan bersama Kanwil,

Kab/Kota, Bagian Hukum, Bagian Tapem,
DPMDes Provinsi dan Kab/Kota.

24 Sept 2025
Pelaksanaan aksi
pembuatan dan
pengumpulan SK

23 Sept 2025

Rapat bersama disertai aksi
Kanwil Hukum, Kecamatan,
dan Biro Hukum dan HAM.
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01 Okt 2025

Peresmian dan pengukuhan
Posbankum Desa/ Kelurahan
se-Jawa Barat

v

25-26 Sept 2025

Konsolidasi dan
koordinasi dengan Kanwil Hukum
Jabar secara virtual.
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KOP DESA/KELURAHAN

(untuk SK yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah)

KEPALA DESA/LURAH . . ..

KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA/LURAH . . . ..

KECAMATAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN

Menimbang

a.

HUKUM (... DESA/KELURAHAN )

DESA/KELURAHAN. . . .

bahwa sebagai langkah strategis untuk memperku
terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi mas)
wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembenti
Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;

bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk me
layanan bantuan hukum dan informasi hukum yan
dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugas
Posbankum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak
a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusal
Desallurah . . . .tentang  Pembentukan dan P
Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, T
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tat
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa ka
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Ta
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara
Indonesia Nomor 5679 ),

KESATU

: Dalam melaksanakan tugasnya

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomeor UU
tentang tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
WMWTM%WB"):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa

7. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
96).

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang

11. Peraturan Desa (silahkan ditambahkan jika ada).

KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN . . . . KECAMATAN . . . .
KABUPATEN/KOTA . . . . TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(DESA/KELURAHAN )

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada
Posbankum Desa/Kelurahan . . . . Kecamatan . . . . sebagaimana
umdmmswmw

Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung
Mnmtnrlul:

mmmmmwmamm\m

. dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

‘,‘ dari bidang Pos
Pohmmmwm
mmmuugumpam-nnmumw

Jmm-kmwm pemberdayaan hukum Masyarakat
lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan
kepala desallurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat
desalkelurahan.

Wpﬁamem
Desallurah . .

mmmmmmumm

Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . .alamat)

Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipiih
untuk periode berikutnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibatl ditetapkannya
Doaﬂ.utﬂnnl dibebankan mmmmmﬂdm
Kabupaten/Kota . .

Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja

Keputusan Kepala Desa/lurah ini  mulai berlaku sejak
ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . ..
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